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Abstrak - Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan
perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa
saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan
dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme
pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di
wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per
Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di
kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi
Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah
tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut

dipergunakan untuk penanganan Covid-19.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, APBD

Abstrack - This study degrades about implementation process additional general allocations funding is in
regulation the city of south Tangerang and factors anything that blocks the transfer general additional publik
allocations funding is in regulation the city of south Tangerang sub-district Pondok Aren. The method used in
this study was empirical jurisdiction. This research Uses some data collection tehniques of observation,
interview, and documentation. The legal material in this study consist of primary law and secondary legal
material. Research has shown that the poverty fund’s allocation mechanism is allocated equally to all land in
the subdistrict Pondok Aren. Additional allocation of public allocations fund live fund grants are in subdistrict
in the budget section to be used as established act regulation. Large increase in additional publik allocations
family finance in an area fit the category of an area as large Rp. 350.000.000. factors that impede the delivery
of additional public allocation fund sub-district Pondok Aren budget years 2020, According to ministry
regulations No. 35/PMK.07/2020 about the transfer management of tranfers to the region and the living budget
in years 2020 for pandemics management of Covid-19 and cacingh threats threatening national economy, thus
there is a delay in additional funds for some families especially in sprouts Pondok Aren south city of tangerang.
The delay policy of public allocation funds is also due to unqualifed areas because the area has not met the
conditions of a fund release and another reason they were used for handing Covid-19.

Password: Implementation policy, General Allocation fund, APBD
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1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan
Daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab dari daerah otonom untuk
mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal
sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan
demokrasi yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses Pembangunan daerah dan
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi lokal.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas Pemerintahan
Daerah, terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang Kelurahan, dimana di dalam
pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk struktur pemerintahan Kelurahan. Desa/Kelurahan
yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diakui sebagai satuan masyarakat hukum yang
memiliki hak untuk mengatur dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan tradisi dan asal-usul yang ada. Istilah “mengatur dan mengurus” menunjukkan
bahwa Kelurahan memiliki wewenang untuk menjalankan otonomi, yang tentu saja diatur
oleh peraturan hukum yang berlaku.

Kebijakan tentang Alokasi Dana Kelurahan diharapkan dapat memperkuat otonomi
Kelurahan, serta berfungsi sebagai usaha untuk memperdayakan pemerintah dan masyarakat
di tingkat kelurahan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, terdapat masalah
di mana lembaga kemasyarakatan seharusnya berperan sebagai penggerak utama dalam
kegiatan masyarakat, terutama yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan
kualitas hidup, justru diberikan peran yang minor dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Contohnya, salah satu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, yaitu Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lebih banyak mendapatkan tanggung jawab dalam
proyek pembangunan fisik. Pemerintah mulai mengalokasikan dana kelurahan pada awal
tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa dana kelurahan senilai
Rp. 3 triliun akan dibagikan kepada 8. 122 kelurahan di seluruh Indonesia.

Proses penyalurannya berlangsung melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Sri Mulyani,
pemerintah akan mengategorikan kelurahan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang sudah maju,
yang sedang dalam proses, dan yang tertinggal. Sejak tahun 2019, pemerintah tidak lagi
hanya memberikan dana desa. Program dana kelurahan juga akan diluncurkan secara
serentak di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa
dana kelurahan akan dimasukkan dalam APBN 2019 untuk menjaga hubungan yang
harmonis, mengingat ada kabupaten yang mencakup desa dan kelurahan.

2. DATA DAN METODELOGI
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis
normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan
dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk
memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu
data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh
dari berita Online dan internet.
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3. HASIL PENELITIAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
: 20 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum
sebagaimana yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. Anggaran Pendapat dan Belanja (APBD) dimaksud terdiri dari
Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang untuk tahun Anggaran 2020
direncanakan sebesar Rp. 3.245.138.787.142.00 (tiga triliun dua ratus empat puluh lima
milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat
puluh dua rupiah), anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 07
tahun 2020 tersebut diperoleh dari Pendapatan daerah, pendapatan transfer dan lain-lain.

Dana transfer daerah dari Provinsi Banten untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
Kelurahan untuk tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 570.226.008,(lima ratus tujuh puluh juta
juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan rupiah) yang nantinya akan dialokasikan ke
masing-masing Kecamatan yaitu sebanyak 7 kecamatan dan 54 Kelurahan /Desa melalui
Anggaran Kecamatan yang besarannya dinilai dari katagori kelurahan/Desa yang
bersangkutan, katagori di sini ialah kelurahan/Desa dengan katagori baik, perlu ditingkatkan
dan katagori sangat perlu ditingkatkan. Dari uraian singkat di atas, besarnya nilai anggaran
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dalamnya juga termasuk Dana Alokasi Umum
(DAU) Tambahan Kelurahan yang disatukan ke dalam APBD Kota Tangerang Selatan
kemudian diberikan ke masing-masing kecamatan melalui anggaran kecamatan.

Persoalan yang mungkin terjadi adalah dimulai dari Anggaran Kecamatan yang harus
mendistribusikan dana APBD yang telah diterima dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan
untuk diberikan kepada masing-masing Kelurahan dan Desa yang ada di setiap wilayah
kecamatan. Adanya katagori penilaian yang dibebankan kepada Camat selaku penerima
Anggaran Kecamatan terhadap penilaian dan besaran jumlah dari penilaian dalam katagori
baik, katagori perlu ditingkatkan dan katagori sangat perlu ditingkatkan menjadi kebijakan
para Camat se-Kota Tangerang Selatan. Dilihat dari katagori penilaian tersebut maka
tidaklah akan sama besaran dana dari Anggaran Kecamatan yang akan diterima para Kepala
Kelurahan dan Kepala Desa dari masing-masing kecamatan termasuk juga anggaran yang
bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan, melihat keadaan yang
demikian serta kurangnya transparansi dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sehingga
menimbulkan suatu kekhawatiran akan adanya penyelewengan dana APBD dan Dana
Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan karena memang tidak pernah dipublikasikan,
dari kekhawatiran tersebut, penulis sangat ingin mendalami dan melakukan penelitian
terhadap penerapan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan ini khususnya
diwilayah Kecamatan Pondok Aren.

4. PEMBAHASAN
Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat
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Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD
NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta upaya
pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pengembangan potensi daerah.
Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dibahas dalam bab khusus tentang Kelurahan, diterangkan bahwa dalam pemerintahan
Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Kelurahan. Desa/Kelurahan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak
mengatur dan berwenang mengurus kepentingan 43 masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan
bahwa Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur
dengan peraturan perundang undangan.

Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Kelurahan merupakan otonomi murni, bukan
sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini
harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan
berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) perlu diatur
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang
diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar
tingkat pemerintahan. Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan
Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem
pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara
proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan
kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara
penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi
Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat
Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat. Namun di sini ditemukan permasalahan
lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi
pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada
pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil
dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini
contohnya salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan
pembangunan fisik.
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5. KESIMPULAN

Dana transfer daerah dari Provinsi Banten untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
Kelurahan untuk tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 570.226.008, (lima ratus tujuh puluh juta
dua ratus dua puluh enam ribu delapan rupiah) yang nantinya akan dialokasikan ke masing-
masing Kecamatan yaitu sebanyak 7 kecamatan dan 54 Kelurahan /Desa melalui Anggaran
Kecamatan yang besarannya dinilai dari katagori kelurahan/Desa yang bersangkutan,
katagori disini ialah kelurahan/Desa dengan katagori baik, perlu ditingkatkan dan katagori
sangat perlu ditingkatkan. Dari uraian singkat di atas, besarnya nilai anggaran yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) di dalamnya juga termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
Kelurahan yang di satukan ke dalam APBD Kota Tangerang Selatan kemudian diberikan ke
masing-masing kecamatan melalui anggaran kecamatan. Namun di sini ditemukan
permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang
menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada
pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil
dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
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